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Sistem Ekonomi Negara Berdasar Konstitusi

1. Sistem ekonomi kapitalis-liberalis 

2. Sistem ekonomi monopolistik-komunis

3. Sistem ekonomi pancasila/konstitusi/kebersamaan /kekeluargaan/gotong royong 

Konstitusi negara di Bab XIV tentang 

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, 4 & 5

TAP MPR RI No. 16 Tahun 1999 

Politik Ekonomi Dalam Rangka 

Demokrasi Ekonomi ditetapkan 

tanggal 13 November 1998 

Sistem ekonomi harus 

disusun  oleh negara untuk 

menjamin keadilan dan 

pemerataan. Sistem 

ekonomi tidak dibiarkan 

tersusun oleh mekanisme 

pasar yang akan 

menyebabkan ketidakadilan 

dan kesenjangan sosial. 

Sistem ekonomi Indonesia 

adalah sistem Ekonomi 

Kesejahteraan Sosial 

(Konstitusi)Sistem ekonomi nasional ????
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Fakta masih ada

ketimpangan

ekonomi, social 

yang tinggi di 

negara kita = 

dilihat dari gini

rasio (0,382) 

pada Maret

2020 

Sistem ekonomi negara-negara di dunia 

berbeda sesuai dengan ideologi negara 



Dasar Pemikiran : Membangun Pemerataan dan 
Keadilan Ekonomi Nasional

Dasar Fundamental Kemerdekaan Bangsa

Pembukaan UUD 45 
Alenia 4

1. Pancasila

2. Tujuan Nasional

Membangun Kesejahteraan & Keadilan 

Pancasila

Sila 2 :      

Kemanusiaan

Sila 5 :

Keadilan Sosial

Ekonomi konstitusi

Batang Tubuh UUD 
45 Pasal 33 :

1. Sistem
Perekonomian

2. Asas
Kekeluargaan

Tujuan

Nasional

Masyarakat

Adil & 

Makmur

Fakta Kondisi Ekonomi dan Proses Perwujudan Tujuan Nasional:

1. Belum memiliki sistem perekonomian nasional (saat ini belum ada UU system Ekonomi Nasional) 

2. Pelaku ekonomi diletakan pada usaha negara, koperasi dan swasta

3. Kategori pelaku ekonomi didominasi usaha mikro, kecil, 98 % dengan sedikit pelaku usaha menengah dan besar (2%) 

4. Fakta yang terjadi ketimpangan antar pelaku ekonomi, sektor ekonomi, pendapatan dan penguasaan sumber daya ekonomi

(putaran ekonomi 80% di pulau Jawa khususnya Jakarta,  terjadi ketimpangan SDM dan penguasaan teknologi antar daerah)  

5. Indikator Ekonomi diletakan pada pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDB,  presentase penguasaan aset nasional, tax rasio/rasio

pajak, persentase penyerapan tenaga kerja dll 

Tantangan pendemi

global,resesi

ekonomi kronis

perkembangan

iptek (IT) ,  revolusi

industry 4.0, hybrid 

business 

/busniness 5.0 



Kondisi Ekonomi dan Pelaku Ekonomi Nasional 

Pelaku 

Usaha 

Nasional

Besar 

Menengah

Kecil 

Mikro  

Aset > 100 m, omset > 50 M 

Aset > 500 jt - 10 m, omset > 

2,5 m - 50 M 

Aset > 50 jy – 500 jt, omset > 

300 jt – 2,5 m 

Aset  < 50, omset < 300 jt  

5.550

60.702

783.132 

63.350.222

0,01%

98,68%

0,09%

1,22%

Kategori Jml Usaha

85,63%

10,85%

2,3%

1,22%

Nilai Ekspor

Koperasi 123.048 Unit
Non KSP 85,36%

KSP 14,64%

Fokus:

1. Penguatan Bisnis 

UKM

2. Konsentrasi 

Peningatan kapasitas 

UKM

3. Meningkatkan 

produktivitas UKM

4. Penyerap tenaga kerja 
Sumber: Kementerian Koperasi UKM RI, 2019

Naker

2%

98%



Kerangka Model Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

UKMPeningkatan 

Kapasitas  

Penguatan 

Modal 

Regulasi 

Penguatan 

Manajemen 

Penguatan 

Bisnis  

Training dan pendampingan 

SDM berdasar kluster UKM 

(skala & sektor usaha)

Lembaga keuangan khusus, 

insentif bunga, proses dan  

prioritas modal sesuai 

karakteristik sektor usaha UKM

Volume usaha, jumlah unit usaha, 

lingkup pasar, kerjasama bisnis, 

lokasi bisnis, penguatan iptek & 

bisnis berbasis IT

Penguatan regulasi, pemberdayaan 

dan perlindungan usaha, insentif 

pajak/retribusi, kemudahan ijin & 

legalitas

Pendampingan (coaching) 

manajemen, penguatan SOP,  

digitalisasi tata kelola, &   

profesionalisasi manajemen 

Naik kelas & 

berdaya saing

Memperkuat Ekonomi 

Rakyat 

Pancasila = Perwujudan nilai

kemanusiaan & Keadilan sosial

Hablum minnalloh, hablum

minnas



Sikap Membangun Ekonomi Berkeadilan dan Berpihak

1. Negara harus menyusun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan mewujudkan negara
kesejahteraan (welfare state);

2. MPR RI harus melakukan amandemen sebagian khususnya dibidang ekonomi (Pasal 33 UUD 45) untuk
menempatkan koperasi (ekonomi gotoong royong) sebagai pelaku utama ekonomi nasional;

3. Penyusunan kebijakan pembangunan perekonomian harus memerankan secara adil dan proporsional
pelaku usaha tanpa diskriminasi dan subordinasi antara usaha mikro, kecil menengah dan besar baik
ditingat daerah atau pusat;

4. Mengembalikan dan meletakan dasar-dasar pembangunan pada garis-garis besar pembangunan
nasional (GBHN) sebagai pedoman dan panduan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah, sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan prioritas dan program pembangunan nasional
yang tidak menjamin kesungguhan dan konsistensi pencapaian tahapan pembangunan nasional

5. Gerakan koperasi mendesak pemerintah dan pengambil kebijakan untuk membangun basik ekonomi
rakyat dibidang pangan dan sandang berdasar potensi dasar sumber daya negara untuk mewujudkan
kedaulatan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk nasional di kancah global.

6. Koperasi siap melakukan transformasi bisnis menuju sistem pengelolaan usaha konglomerasi, modern
dan profesional dengan menggarap sektor riil strategis di bidang pangan. Hal ini membutuhkan kerja
keras dari pelaku usaha koperasi dan pemerintah untuk menata ulang sistem pengalokasian sumber
daya pembangunan yang berkeadilan.

Membangun ekonomi berkeadilan dan berpihak untuk

pemerataan penguasaan sumber daya ekonomi pilihan bijak

untuk kedaulatan ekonomi negara 



Menyiapkan Masa Depan yang Penuh Tantangan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Sandang, Pangan Papan

Pekerjaan

Family

Surga

Investasi
Education

Study in 

Campus

1. Pendemi

2. IT (Online) 

Ecommerce & e-

payment

3. Collaborations 

4. Change 

5. Healty & social 

Care

1. Kembangkan

potensi diri, inovasi

& kreatifitas

2. Perkuat soft skill 

dan IT 

3. Kuatkan IQ, EQ, SQ 

& AQ

4. Pribadi unggul dan 

prima/berdaya

saing
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